o PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

“ NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN OPERASI DAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Menimbang_

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
'GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, |

. bahwa berdasarkan Undang undang Nomar 22 Tahun 1999 tentang- :

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 :

tantang. Kewenangan ' Pemerintati dan: Kewenangan Propinsi sebagai = -

Daerah Otonom, - maka - pelaksanaan perizinan, - pelayanan  dan
pengendalian kelebihan muatan serta penetapan lokasi dan penge!oiaarr:--"
jembatan timbang menjadi Kewenangan Propinsi ;

. bahwa dengan berlakunya Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000

tertang Perubahan Atas Undarg - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka ketentuan tentang Retnbusf'
Daerah perlu disesuaikan , .

. bahwa untuk lebih menmgkatkéh pelayanan masyaralat pémka| jés a __
angkutan barang serla menjamin keamanan, ketertiban, kelaricaran latu -

lintas dan angkutan jalan, kepastian hukum daiam rangka peningkatat
Retribusi Dasrah guna menunjang Penerimaan Agli Daerah ( PAD ), maka.

periy mengatur ketentuan: tentang Retribusi lzin Operasi dan Kelebihan- E |

Muatan Angkutan Barang ;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas. maka perly menetapkan.:-- .
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggare Timur tentang Rettibusi lzm -

Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang ;

. Undang — undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah. —
daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur -
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembafan Negara-,_

Nomer 1649); @. _

: Undang undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -

daerah Tingkat il dalam Wilayah Daerah Tingkat | Ball, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 19568 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 16566); '



3. Undang — undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jatan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3186);

4 Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

@]

Undang - undang Nomor 14 Tahun 1882 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Megara MNomor 3480),

8. Undang — undang Nomor 22 Tahun 19995 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3838},

7. Yndang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1898 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848) ;

8 Undang -~ undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24€, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048} ;

w

Peraturan Pemerintah MNomor 6 1988 tfentang Koordinasi kegiatan
instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1888 Noror 10
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1893 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 35273,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1593 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor dl Jalan {Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60,
Tamibahan Lembaran Negara Nomor 3528);

12 Peraturan Pemerintah 44 Tahun 1983 tentangy Kendaraan dan

Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3530);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1897 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Normor 3692);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Ctonom

© {Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor S4, Tambahan Lembaran Negara
iNomor 3832);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Peranggungjawaban Keuangan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;



168. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Oam{.---

Peftanggungjawaban Kepala Daerah [Lembaran Negara Tahun 2000'
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

17. Peraturan Daerah Pro;‘}mﬂ Nusa Tenggara Timur Nomdr & Tahun -20805 B
tentang pengundangan Peraturan Dasrah danKeputusan Gubamur

( Lembaran Deerah Propinsi- Nusa Tenggara Tlmur Nomor 264 Sert D' j
Nomor264);

18. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Q'Tahun‘EDOO:' B
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinag Propinsl Nusa - -

Tenggara Timur ( Lembaran Daerah. Pmpmm Nusa Temggara Tlrnur :
Nomcr 349 SenDNomcr 349); .

19, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tn‘nur Nomor 3 Tahun 2001
tentang Penyidik Pegawai Negeri Slpai di ngkungan Petnerintah Prapmst' -
Nusa Tenggara Timur |

Dohgan . porsdmjuan'

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI -
NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN |
Menetapkan . : PERATURAN DAERAH PROP!NS! NUSA TENGGARA TIMUR. TENTANG -

RETRIBUSI iZIN OPERAS| DAN KELEBIHAN MUATAN. ANGKUTAN .
BARANG. .' A

" BAB I
KETEHTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarﬁ Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. .Daerah adaiah Propinsi Nusa Tenggara Timur,

M

'Pemermtah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara T|mur

3. Gubemnur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Dinas adaiah Dinaé Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

»

Kepala Dinas adalah Kepaia Dinas Perhubungan Proplnm Nusa
Tenggara Timur. )

6 Unit F‘elaksana Teknis Dinas. yang selanjutnya disingkat UPTD adalah .
. Unit Perizinan. dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-Dinas -
- Perhubungean Propinsi Nusa Tenggara Timur. -



7. izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada angkutan barang sesuai
faringan lintas yang dilalui.

8. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan
bermotor yang dapat dlpasang secara tetap (Timbangan Jembatan) dan
atau alat yang dapat dipindah — pindahkan (Timbangan Portable} yang
digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.

8. Muatan sumbu adalah jumifah tekanan roda — roda pada suatu sumbu
_yang menekan jaian.

10. Daya angkut adalah kemampuan Kendaraan membawa i‘TILIdtBH yang
ditetapkan dalam Surat Tanda Uji Kendaraan.

- 11, Barang Umuim adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya,
barang khusus, peti kemas dan alat berat.

12. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus
~ dimuat dengan cara khusus.

Y
%]

. Barang berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena
sifat dan ciri khasnya serta keadaannya, merupakan bahaya ternadap
keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan
manusia dan mahluxk hidup lainnya.

14. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah —
pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu
terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksnmum yang
telah ditetapkan.

15. Peti Kemas adalah peli kemas sesuai intema’tional Standard
- Organization {ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.

16. Jaringan Lintas adalah kumipulan dari linias — lintas yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.

17. Surat Pemberitahuan Retribusl Daerah, yang dapat disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
persetujuan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan

- Retribusi.

18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah
surat kKetetapan Retubua; yang merentuka*: cesarnya jumilah Retribusi
terutang. :

19. Surat Tagihan Retrnbust Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanisi administrasi berupa
bunga dan atau denda.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebin Bayar, yang dapat disingkat

SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumiah kelebihan

. pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribus! iebih besar daripada
Retribusi yang terutang dan tidak seharusmya terutang.



21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besamya Retribusi

Daerah yang terutang.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan
Tambahan atas jumiah Retribusi.

23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat
yang cleh Wajib Retribus| digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetaran Refribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oieh Gubernur.

24 Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintan Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
gimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

s8ABU
1IZIN OPERAS)
Pasal 2 _

(1) Setiap kendaraan bermotor yang melayani angkutan barang umum,
angkutan ‘barang khusus, angkutan barang berbahaya, angkutan alat
berat dan angkutan peli kemas yang meiayani jaringan lintas yang
bersifat lintas Kabupaten /. Kota dalam Propinsi di Daerah memiliki izin
operasi terlebih dahulu dari Gubernur.

(2) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
pasal ini ditujukan kepada Gubemur melalui Dinas  atau UPTD
setempat. .

(3) Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) pasal ini adalah :

a.  Memiliki Surat izin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan
Kabupaten / Kota ;

b Memmksimenguasal kendaraan bermator yang laik jaian, yang

dibuktikan dengan meiampirkan :

- Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK)

- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;

Melampirkan tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang ;

Membayar Tarip Retribusi sesuai ketentuan, yang dibuktikan

dengan melampirkar foto copy SKRD.

ao

(4) Pergyaratan teknis untuk memperolen (zin operael sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) pasal ini adalah -



)

a. Pada lintas yang dimohon masih memungkinkan untuk
penambahan jumiah armada ;

3

Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu
memberikan paiayanan angkutan yang terbaik.

Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) pasal ini maka paling lambat 7 {tujuh) hari
permohonan ditolak dan dilakukan secara tertulis.

Dalam jangka wakiu selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari seteiah
permohonan diterima secara lengkap dan telah memenuhi syarat —
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal Inj,
rmaka 1zin Operasi dan Kartu Pengawasan diberikan kepada Pemohon.

Pasgsal 3

Jangka wakiu beriaku izin operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2
Peraturan Daerah ini adalah 5 ( lima ) tahun.

Pasal 4

(1) Untuk ketertiban pelaksanaan pemberian izin operasi dimaksud pada

ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan pengendalian dan
pengawasan oleh Kepala Dinas .

(2) Pengendatian dan Pengawasan terhadap angkutan barang umum,

—
]
~—

(1)

2)

angkutan barang khusus,-angkutan barang berbahaya, angkutan alat
berat dan angkutan peti kemas yang melayani jaringan lintas
Kabupaten / Kota dalam Propinsi dilakukan dengan Kartu Pengawasan
yang berlaku paling lama 1 ( satu ) tahun.

Dalam jangka waktu selambat — lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis

masa berlakunya tanggal Kartu Pengawasan, Pemilik/Pemegang walib
mengajukan permohonan perpanjangarn.

BAB Il
KENDARAAN BERAT

Pasal §

Kendafaan bermotor yang mempunyai- jumish  berat  yang

diperbolehkan lebih dari 14.000 Kg harus mendapat izin dari .

Gubernur.

Kendaraan bermotor yang mempunyai jumiah berat kombinasi yang
diperbolehkan lebih dart 40.000 Kg harus mendapat izin dari
Gubernur.



3)

(1)

Persyaratan administraai untuk mempercieh Zin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (Z) Fasal ini adalah :

2. memiliki Surat i2in Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan
Kabupaten / Kota ;

b. melampirkan tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang ;

c. melampirkan spesifikasi, merk, type kendaraan yang akan
dimohonkan izinnya ;

" d. membayar tarip Retribusi sesuai ketentuan yang dibuktikan dengan

melamplrkan foto copy SKRD.

Persyaratan teknis untuk memperoleh (zin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah : Hasil uji type yang
dikeiuarkan oleh Direktorat Jenderal Pernubungan Darat.

Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini maka paling lambat 7 {tujuh) han
permohonan ditolak dan ditakukan secara tertulis.

Dalam wakiu selambat - lambainya 7 ({tujuh) hari setelah
permohonan diterima secara lengkap dan telah memenuhi syarat —
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat-{4) Pasal ini
maka izin kendaraan berat diberikan kepada pemohon.

Pasal 6 -

Terhadap kendaraan khusus millk Pemerintah dan kendaraan khusus
iainnya tidak dikenakan keterituan pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Terhadap kendaraan tersebut pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih
iarjut oleh Guiberriur,

BAB IV

PENIMEANGAN KENDARAAN

Pasal 7

Setiap Kendaraan bermotor angkutan barang wajib timbang.

(2) Wajib timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan

pada

a. Timbangan Jembatan pada ickasi tertentu yang telah ada atau ;

b. Timbangan Portable / dijinjing vyang dioperasikan secara
berpindah — pindah pada ruas jalan tertentu.



M)

{2)

—h
—d
L

P
—

(1)

(2)

Pasal 8

Terhadap kendaraan khusus milik Pemerintah dan kendaraan khusus
fainnya tidak dikenakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Terhadap kendaraan terseout pada ayat (1) pasai ini aikan diatur lebih
lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

Waiib timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal
7 Peraturan Daerah ini meliputi

a. Penimbangan kendaraan beserta muatannya,
k. Penimbangan ternadap masing — masing sumbu.

Terhadap keiebihan muatan atau kelebihan muatan sumbu di atas & %
(ima persen) dari yang dizinkan dinyaiakan sebagai pelanggaran dan
terhadap pelanggar dikenakan sanksi membayar Retribusi yang wajib
cilunasi sebetum melanjutkan perjalanannya.

-

BABV

FENDCAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

Setigp kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempetan dan
kendaraan khusus yang mengalami / melakukan perubahan teknis
sehingga bentuk, unjuk kerja dan typenya berubah wajib chdaftarkan dan
harus mendapat izin dari Gubernur,

Permohonan Tanda Daftar dan izin sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas atau UPTD
setempat.

Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah : -

a. memiliki Surat izin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan
Kabupaten / Kota ;
b, melatnpirkan | .
- Fotocopy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) ;
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) |
c. melampirkan :
- Bukti perubahan bentuk dari Bengkel Karoseri tempat perubahan
bentuk dibuat,
d. melampirkan tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang.



(4y Membayar Tarip Retribusi sesuai ketentuan yang dibuktikan dengan foto
copy SKRD.

{S) Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Pasal ini maka paling lambat 7 (tujuh) hari permohonan ditoiak dan
dilakukan secara tertulis.

(6) Datam waktu selambat — lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan
diterima secara lengkap dan telah memenuhi syarat — syarat
gebagaimana dimaksud pada ayat {3) Pasal ini maka tanda daftar dan
izin dibernkan kepada pemaohon.

Pasal 11
Sebelutm memperoleh tanda daftar dan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) pasai 10 Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan dilakukan
pengujian berkaia atas kendaraan dimaksud.

8AB Vi
PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 12

{1} Setiap kendéraan tgéfmotor milik Pemérintah Daerah baik pengadaan
baru maupun guna keperluan penghapusan, wajib diperiksa fisiknya
oleh Petygas Dinas atau UPTD setempat.

(2) Pemeriksaan dimaksud dilakukan atas permintaarn instansi pemohion
dan pertimbangan dari- Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB Vii

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Dengan nama Retribusi izin Operasi Dan Kelebihan Muatan Angkutan
Barang dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin operasi, izin
angkutan berat, sanksi kelebihan muatan dan tanda daftar / izin
perubahan bentuk , pemeriksaan fisik kendaraan bermotor,

{2) Objek Retribust adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah berupa pemberian izin operasi, izin angkutan berat, sanksi
kKelebinan muatan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk
pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah.



Pasal 14

{1) Subjek Retribusi adalah setiap pribadi atau Badan yang memiliki
kendaraan bermotor wajib izin operasi, izin angkutan berat, keiebihan
muatan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk, pemeriksaan fisik
kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah.

[2) wajlb Retribus! adalah setiap orang pribadl atau Badan yang
berdasarkan peraturan perundang undangan Refribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusl tertentu,

BAB Vil
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAR PEMUNGUTAN

Pasal 18

Goiongan Retribusi yang diatur daiam Peraturan Daerah ini adaiah Retribusi
Izin Operasi, 1zin Angkutan Berat, Kelebihan Muatan Dan Tanda Daftar / 1zin
Perubahan Bentuk, Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermetor yang terdaftar g
Daerah, yang termasuk goiongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 16
Retribusi sebagaimana dgimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini
dipungut di witayah kendaraan bermotor wajib izin dimaksud terdaftar,

BAB X

CARA MENQUKUR TINGKAT PENGQUNAAN JASA

- Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa izin operasi izin angkutan berat kelabihan
muagtan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk, pemeriksaan fisik
kendaraan bermotor ditetapikan berdasarkan kapasitas angkutan yang
ditetapkan, jenis dan kapasitas kendaraan serta spesifikasi teknis kendaraan
yang diizinkan.



BAB x
_ PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

‘Pasal 18 |

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin Operasi, Izin .
Angkutan Berat, Kelebihan Muatan Dan Tanda Daftar / lzin Perubehan
Bentuk, Pemeriksaan Flelk Kendaraan Bermotor didasarkan pada. tujuan :
yang iayak “untuk menutup sebagian atau  sama dengan . biaya -
penyelenggaraan izin, yang meliputi biaya survai, bsay_a_ pencetakan dokumen
/ formulir, blaya administrasi, blaya penimbangan, blaya pemeriksaan fisik,

biaya pehgawasan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. -

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

Setiap pembenan izin oparasi, izin angkutan barat, kalebthah muatan darn: *
tanda daftar / izin perubahan bentuk, pemieriksaan ﬁs:k kendaraan bermotor
yang terdaftar di Daerah dlkenakan Retribusi.

Pasal 20

(1) Retrbusi izin Operasi sebagéimana"dimaksud padé pasal 2 Perafuran -
Daerah ini, ditetapkan berdasarkan jumiah berat yang mperbolehkan .
(JBB) setiap kendaraan per tahun sebagai bertkut

a. sampai dengan 7.500 Kg sebesar Rp 60.000 (enam puluh nbu
rupiah) ;

b. 7.501 - 14.200 Kg sebesar Rp. 70.000,00 {(tujuh- putuh ribu
ruplah)

c. 14.20% — 23.000 Kg sebesar Rp. $0.000,00 (delapan puluh rioy
rupian) ; '

d  23.0017 —40.000 Kg sebesar Rp. 80.000, 00 (sembllan putuh ribu
' rupiah).

_{2) Retribusi Izin Kendaraan Berat sebagaimana dimaksud pada pasal 19
Peraiuran Daerah ini dltetapkan _berdasarkan jumiah berat yang
diperbolehkan (JBB) setiap kendaraan sebagat berikut : =



R G AN R R E -V L RVLE LY l’\g, senesar Hp 230000,00 (dua !'atue “ma
puluh ribu rupiah} ;

b. 14.001 — 23.000 kg sebesar Rp. 360 GGG (Tiga Ratus Lima F’uluh
Ribus Rupiah);

e. 23.000 kg - 40.000 Kg, sabaesar Rp. 500. 000 00 (hma tatus ribu
rupiah).

(3) Retribusi terhadap Sanksi Kelebihan iuatan sebagalmana dimaksud
pada pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasaikan nilai

prosentase kelebihan muatan setiap kendaraan gefiap kali
pemmbangan sebagai berikut -

2 Kelebihan muatan di atas 5 % sémpai dengan 10 % dikenakan,
sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) | :

D. Keleblhan muatan di atas 10 % sampal dengan 20 % dtkenakan
sebesar Rp. 40. GOG ,00 (emipat pulut ribu rupiah) |

C. Keleb;han muatan di atas 20 % sampat dengan 30 % dtkenakan
sebesar Rp. 60.000, 0G (enam- puluh ribu rupiah) |

- d. Kelebinan muatan di atas 30 % d'akenakan, sebésar Rp.
75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) .

(4) Tanda Daftar / izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud pada

pasal 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp 60.00C .00 (enam
puluh ribu rupiah) setiap kendaraan. -

5 Retnbu51 atas Pemeriksaan FiSlk Kendaraan Bermotor sebégaimana .
dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini dikenakan -

a. Kendaraan roda 2 {dua) sebesar Rp. 10.000,00 ;
b. Kenderaan rode 4 (empat) sebesar Rp. 15.000,00 ;

¢. Kendaraan roda 8 (enam) sebesar Rp. 20_000',00.

. BAB Xl

SANKS| ADMINISTRASI
Pasal 2'-'.'.

Wajib Retribusi Tertentu sesuai pasal 20 Peraturan Daerah in yang tidak
membayar tepat pada wakiunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % {(dua persen) setiap bulan dari
Retribusi yang terutang karena tldak atau kurang bayar dan dltaglh dengan
menggunakan STRD.



Pasal 22

Setiap pemilik / pemegang izin operasi, izin angkutan berat, sankst kelebihan
muatan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 5 © dan 10 Peraturan
Daerah ini dapat dikenakan tindakan / penundaan pemberian izin operasi,
izin angkutan berat, sanksi kelebihan muatan dan tanda daftar / izin
pesubshan bentuk, pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dan atau
penundaan melanjutkan perjalanan.

SAR Xiu

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 23

Masa Relribusi izin Operasi adalan setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau
pada saal mengajukan zin'kendaraan berat, sanksi kelebihan muatan, tanda
daftar / izin perubahaq bentuk dan atauy pemeriksaan fisik Kendaraan
bermaotor. ‘

L

Pasal 24

-

Dengan SKRD ditetapkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang sesuai
pasal 23 Peraturan Daerah ini,

Pasal 26
Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda,
ditagih dengan STRD.

BAB Xiv

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.



(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi-sebagaimana
mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2} ditetapkan oieh
Gubernur.
Pasal 27

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah
Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

{1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat iain
yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKF%Dz SKRD jabatan dan SKRD tambahan.

{2) Delam hai pembayar'an Retribusi dilakukean ditempat iain yang ditunjuk,
maka hasil penerimaaﬁ Rétribusi harus disetor ke Kas Daerah
selambat - fambatnya 1 x_24"-Jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Gubernur.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan seteiah lewat wakiu yang
ditentukkan sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) pasal ini, maka
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
dengan menerbitkan STRD. |

Pasal 2%
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas,

(2) Apabila Pembayaran Retribusi tidak dilakukan secara tunai / lunas
maka Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapet memberikan izin
kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam

jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung
jawabkan.



(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

4)

(1)

3

pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib
Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu
yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 30

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 29
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran cicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi
ditetapkan oleh Gubernur. '

] - BABXVI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUS!

Pasal 31

Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeiuarkan setelah 7 (tujuh) hari
sejak  jatuh

teguran/peringatan

tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat
atau surat lainnya yang sejenls sebagal awal

tindakan pelaksanaan penagihan.

Dalam jangka waltu 7 (tujuh) harl setelah tanggal Surat Teguran /

Peringatan / surat lainnya yang selenls, Wajib Retribusi harus melunasi
Retribusinya yang terutang.

Surat Teguran / Peringatan atau surat fainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk, - '



Pasal 32

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada pasai 26 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh

Gubernur.
BAB XVl
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 33

(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pernbebasan Retribusi.

{2y Tata cara pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan

Retribusi sebagairhana‘ dimaksud pada ayat (1) pasai ini ditetapkan
oleh Gubernur.

BAB XViil

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 34
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan

hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang -
undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Relribusi dapat mengajukan permnhonan perigurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi
yang lerutang datam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhitafan

Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.



-
[ )
S’

(4)

(3)

(6)

1

)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal int,
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan
sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur atau Pejabat yang
ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD
dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
untuk mendukung permohonannya.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling
lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) pasal ini Gubelrnur'atau Peiabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan, maka pefr‘nohonan pembetulan, pengurangan ketetapan,
penghapusan atau bengurangan sanksi administrasi dan pembatalan
dianggap dikabulkan. - |

BAB XIX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 36

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD
dan STRD.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
narus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang

ditunjuk paling lama 2 {dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD
ditetapkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran

Permohanan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
pasal ini harus diputuskan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk



(1)

()

(3)

(1)

dalam jangka waktu paling lama 6 {(enam) bulan sejak tanggal surat

permohonan keberatan diterima.

BAB XX

" TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

Waijib Retribusi harus mengajukan pemohonan secara tertuiis kepada _
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi.

Atas dasar permchonan sebagaimana dimaksud ayat {1) pasal ini atas
kelebthan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan
terlebin dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga oleh Gubernur.

-

Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang
berhak atas keiebihan'perhbayafan tersebut dapat diperhitungkan
dengan pembayaran Retribuei selanjutnya.

Pasal 37

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi‘'yang masih tersiea seteiah
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 36,
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya .
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Kelebihan pembayaran Retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua)
bulan sejak diterbitkan SKRDLB ditambah imbaian sebesar 2 % (dua
persan)‘satiap bulan dari Pemerintah Daerah.‘



(1)

@

(1)

(2)

(1)

Pasal 38

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasai 37 diterbitkan
bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran,

BAB XXl
KEDALUWARSA

Pasal 39

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahuh terhitung sejak saat terutang
Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindek pidana
dibidang Retribusi.

Kedeluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) pasal ini tertangguh apebila :

a. diterbitkan Surat Tegﬁran atau ; _
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Waiib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XXH
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan deerah diancam pidana kurungan paling lama 6
{enam) i.::rulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
yang kurang dibayar. |



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran,

BAB XXHi
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dzerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Deersh sebagaimana dimaksud
dalam Undang - undang Hukum Acara Fidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidikan sebageimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah : _
3. menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau lapordn berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas S '

b. meneliti, mencari dan rﬁengumpuikan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidena Retribusi Daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen -
dokumen izin berkenzan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah ; '

c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan behan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;



meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyldikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

menyuruh berhenti dan/atau melarang sesecrang meninggalkan
ruangan atau termpat pada saat permeriksa@an sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada butir e ayat (2) pasal ini ;

memotret sesgorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah |

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa
sebagai tersangka atau saksi |

menghentikan penyidikan ,
melakukan tindakan iain yang periu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan. =~ -

(3) Penyidik sebégaimana dimaksudpada ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan meﬁyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -
undang Hukurm Acara Pidana yang berlaku.

B A B XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan

lebih

lanjut dengan Keputusan Gubernur eepanjang mengenai

pelaksanaannya.



Pasal 43

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingket | Nusa Tenggara Timur Nomor © Tahun 1995 tentang
Muatan Sumbu Terberat bagl Kendaraan Bemmotor dj Propinsi - Daerah." .
Tingkat | Nusa Tenggara 'ﬁmur dmyatakan tidak berlaku lagi. '

Pasgal 44

Peraturan Daerah ini m.ulaiberlaku pada tanggal diundangkén. )

Agar setrap orang mengetahumya n‘;ernermtahkan pengundangan F’eraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah :

D:tetapkan d; Kupang '
pada mnggal 11 Juni 2001

Diundahgkan di Kupang
pada tanggal 11 Juni 2001

' SEKERTARIS msmu PROPINSI %
NUSA TEN —GARA TIMUR,

LEMBARANDAPRAH PROPINS! NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 099 '~ SERI B

~ 'NOMOR ©02



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
'PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
'RETRIBUS! IZIN OPERAS! DAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARAN_é |
i. PENJELASAN URUM. | |

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pé}ak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah ditindakianjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1997 tentang Retribuéi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi Perizinan Tertentu
yaitu Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang‘ Nomor 34 Tehun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pada Pasal 18 ayat (3) huruf ¢ ditetapkan 3 (tiga) kriteria untuk dapat digolongkan sebaga:
Retribusi Perizinan Tertentu :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
dalam rangka asas desentralisasi ;

M

Perizinan tersebut benar-benar diperiukan guna melindungi kepentingan umum ; dan

3. Biaya yang i enjadl beban. Daerah dalam penyelenggaraan izii tersebut dan biaya untuk
menanggulangi dampak negatif dari pemiberian izin tersebut cukup besar sehingga layak
dibiayai dari Retribusi perizinat.

Sesuai dengan fungsinya bahwa perizinan dimaksudian untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan, sehinggé tindang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajai Daerah dan Retribusi
Daeran menjeiaskan bahwa pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Craerah tidak
harus dipunguf Retribusi. Akan tetapi untuk metaicsanakan fungsi tersebut Pemerintan Daerah
mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selaiu dapat dicuktpi dan surmber-surmiber
penerimaan Daerah, sehingga terhadap pE!ﬂZ.iﬁEi'l tertentu masih - dipungut Relribusi.



Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, menegaskan
bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapian oleh
Peraturan Pemerintah asalkan sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria

yang teiah ditetapkan.

Bahwa dehgan meningkatnya kebutuhan fransponasi jalan sebagal tuntutan
~ pembangunan daeran menysbabkan makin tingginya intensitas penggunaan kendaraan
bermotor angkutan barang yang akan berdampak pada prasarana jalan dan jembatan yang
telah ada, sehingga perlu dilkuti dengan pengaturan tentang zin operasi, jaringan lintas yang
dialli, penimbangan kendaraan, pengendalian kelebihan muatan demi terpeliharanya
ketertiban, kelancaran, pengamanan dan kelestarian konstruksi jalan dan jembatan seria
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengaturan dan pengendalian angkutan barang di atas pada gilirannya dapat
memberikan kontribusi melalui Retribus! Perizinan Tertentu yang diupayakan agar dapat
memberi beban yang adil dan kendusif bagi iklim usaha di bidang angkutan jalan dan di sisl
lzin dapat menhunjang Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang bersumber darl Refribusi 1zin
Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Ketentuan inl belum seluruhnya termuat
dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
1995 tentang Muatan Sumbu Terberat bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat |
Nusa Tenggara Timur, sehingga Pe;aturan_:Daerah tersebut periu disesuaikan dengan kondisi
saat ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Catam Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom sebagai penjabaran Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1988 tentang Pamerintahan Dasrah pada Pasal 3 ayat (5) angka 15
menetapkan kewenangan Prepinsi dibidang Perhubungan, dan salah satu kewenangan
dimaksud adalan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan
tertib pemanfaatan jalan Propinsl. Darl kewenangan tersebut dan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan,
maka dalam rangka pengaturan dan pengendalian angkutan barang, maka perlu menstapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
ropins: Nusa tenggara Timur tentang Retribusi 1zin Operasi Dan Kelebihan Muatan Angkutan
Barang.



il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasai 2

Pasai 3sd 4

Pasal 5 avat (1)

ayat (2)

ayat (3} s.d. {8)

Pasal 6 ayat (1)

ayat (2)

; Cukup jelas.

Kendaraan bermotor angkutan barang adalah kendaraan
permotor yang sesuai perunfukannya di pergunakan uniuk
mengangkut beban / barang seperti Pick Up, Light Truck, truck.

. Cukup jelas.

Kendaraan berat adalah kendaraan bermotor jenis mobil barang
yang mempunyai Muatan Suimbu Terberat { MST ) reiatifl basar
sehingga melampaui daya dukung jalan atau dimensinya
melebini spesifikast dimensi kendaraar,

-

Cukup jelas. .

Jumiah  berat kombinasl yang diperbolehkan adalah berat
maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya
yang diperbolehkan menurut rancangannya.

Cukup jelas.

Kendaraan khusus adalah kendaraan yang dirancang dengan -
peralatan tambahan yang khusus diperuntukkan sesuai
muatannya seperti mobil pemadam Kebakaran, mobil panggung
/ plat form, mobil pengangkat / crane / fork lift, mobil radio
komunikasi, mobil khusus perbaikan fistrik, mobil penarik peti
Kemas dan mobil pencampur beton yang ditetapkan
'berdasarkan ketentuan Undang — undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Laiu Lintas dan Angikutan Jalan berikut petunjuk
pelaksanaannya.

Cukup jelas.



Pasal 7

fPasal & dan 9

Pasal 10 ayat (1)

ayat (2) s.d. (6) :

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 18

Pengecualian wajib timbang adalah mabil barang yang tidak
bermuatan, mobil barang pengangkut peti kemas, alat berat,
bahan berbahaya, dan mobil barang yang mengangkut barang
dengan menggunakan tangki berdasarkan Pasal 14 Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995.

Cukup ielas.

Unjuk kerja adalah kemampuan kendaraan yang diperbolehkan
menurut rancangannya.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Kctentuan ini merupakan'tindak_ianjut dari Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengadaan Barang
Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun- 1998 tentang Manual Administrasi Barang
bail
Penghapusan,

Daerah pada ketentuan Pengadaan maupun

Bagi kendaraan bermotor milik pemfa.ngan baik pribadi ataupun
badan hukum swasta, pemeriksaan fisik kendaraan dimaksud
menjadi kewenangan Kahupaten / Kota,

CuKup jeias.

. 'Layak untuk menutup sebagian atau sama adalah suatu tingkat

kewaiaran eantara biaya yang harus dikeluarkan untuk
penyelenggaraan perizinan dibandingkan dengan penerimaan
retribusi dari perizinan tersebut.



Pasal 12 dan 20 . Cukup jelas.

Fasal 21 . - Refribusi yang terutang adaiah besarnya tanp yang harus
dibayar oleh VWajib Retribusi bila masa Retribusinya telah
mengaiami jatuh temipo,

Contoh :

¢« Batas waktu Kartu Pengawasan izin operasi adalah
tanggal 02 Pebruari 2001, maka terhitung mulai tanggat 3
Pebruari 2001 Wajib Retribusi menjadi subjek Retribusi
Terutang |

- Retribusi Kurang Bayar adalah pembayaran yang dilakukan oleh
Wajib Retribusi kurang daripada besarnya tarip Retribusi yang
harus dibayar.

Conftoh :

» Refribusi izin operasi mobil barang sampai dengan 7.500
Kg sebesar Rp. 60.000,‘00" padahal wajio refribusi hanya
mnyetor Rp. 55.000,G0 , terhadap hal ini masuk kategori
retribusi Kurary bayar sebesar Rp. 5.060,00

Pasal 22 s.d. 27 © Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) © - Tempat lain yang ditunjuk adalah pada PT. Bark NTT seterpat
- dengan Nomor Rekening 1018/G atau pada loket pembayaran
Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor.

ayat {2) : Cukup jelas.
ayat (3} : Cukup jelas.
Pasal 29 ayat {1} - Cukup jelas.
ayat (2) . Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk dengan

Surat Keputusan Gubemur (berlaku bagi semua pasal dan ayat
dalam Peraturan Daerah ini)



ayat (3)

ayat (4)

Pasal 30 s.d. 38

Pasal 38 ayat (1)

Avyat (2)

40s.d. 44

o

Fas:

- Cukup jelas.

. Cukup jelas.
: Cukup jelas.

. Cukup lelas.

. Yang dimaksud tertangguh adalah tidak berlakunya ketentuan
Kadaluarsa sesuai ketentuan.

Contoh

e Batas waktu Kartu Pengawasan izin operasi adailsh

tanggal 02 Pebruari 2001, maka masa kadaluarsanya

- adalah 02 Pebruari 2004 apabila Wajib Retribusi tidak
meluqasinya,

¢ Bilamana tanggal 02 Maret 2001 ada Surat Teguran dari
Dinas Perhubuhgan F’rcpiris-i kepada Wajib Retribusi atau

. pada tanggal 08 Maret 2001 ada pengakuan utang dari

- Wajib Retribusi,.maka kadaluarsanya tertangguh menjadi
08 Maret 2004

. Cukup jelas.

Cangic-ihusus\\perda izin opes&iebih muatan 2001\revé



. Pasal 42

Dengan beriakunya Paraturan Daerah ini, maka Peraturan Daemh Propmsa
Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Timur Nomor g Tahun 1995 tsntang‘
Muatan Sumbu Terberat bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah
ngkat } Nusa Tenggara Timur dinyatakan tidak berlaku lagi. '

r ' S  Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan' Peraturan
 Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daesah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juni 2001
¢

‘ GUBERNUR NUSA TENGGARA

ur, 1

T ALEXANDER TALLO

- Diundangkan di Kupang
pada tahggai

SEKERTARIS DAERAN PROPINS!

' LEMBARAN BAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA HMUR
. TAHUN ~ NOMOR - SERI NOMOR




